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Pelanggaran HAM Berat merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengakibatkan
kerugian baik fisik maupun materiil terhadap korban. Sering kali korban tidak mendapat perlindungan dan
pemenuhan atas hak-haknya yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang
diangkat dalam tesis ini adalah Bagaimanakah perlindungan hak korban pelanggaran hak asasi manusia
berat, khususnya dalam kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Meskipun para pelaku atau terdakwa
dapat diadili dan dijatuhi hukuman, namun tidak ada satu pun putusan pengadilan HAM yang memberikan
hak-hak korban berupa reparasi, baik kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi kepada korban maupun
keluarga korban.

Penyelesaian kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat cenderung berpijak pada model pendakwaan (judisial),
padahal dimungkinkan penyelesaian kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat melalui mekanisme lainnya.
Beberapa negara bahkan sudah menerapkan mekanisme yang disebut sebagai keadilan transisional untuk
menghadapi pelanggaran HAM di masa lalu, khususnya Pelanggaran HAM Berat. Salah satunya melalui
mekanisme kebenaran dan rekonsiliasi.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah pemerintah dapat meninjau pel aksanaan mekanisme yang
sudah ada terkait dengan penyel esaian kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat karena pengalaman
menunjukkan penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Berat melalui jalur pengadilan akan selalu
mengabaikan hak korban dalam memperoleh keadilan. Untuk itu, seiring dengan rencana pemerintah dan
DPR RI untuk mengajukan kembali rancangan undang-undang (RUU) tentang Komisi Kebenaran dan
Keadilan (KKR), diharapkan pemerintah semakin serius dan berniat menyel esaikan hutang-hutang
penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Berat di masa lalu dengan lebih menitikberatkan pada kepentingan
korban.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan
hukum studi kepustakaan yang terkait dengan hak korban pelanggaran HAM berat di Indonesia yang
diperkuat dengan wawancara 2 (dua) orang narasumber. Data yang diperoleh berdasarkan penelitian
kepustakaan ini akan dianalisa dengan menggunakan analisisisi.

...... Gross violation of human rights could be categorized as extraordinary crime which cause physical and
material lossto the victims. Often, the victim is not well protected and fulfilled on their rights which have
been assured in rule of law. The issue to be raised in this thesisis How the protection of gross human rights
violation victimsisin order to fulfill victim rights especially in Timor Timur human rights violation case.
Although, the perpretators and the defendant could be trialed and accused, but none of the human rights
judgment giving the victims and their families? rights on reparation are including compensation, restitution
or rehabilitation.
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The settlement of gross violation of human rights cases tends to be following the judicial model where there
are other possible mechanisms in handling gross human rights violation. Even, several countries have
implemented mechanism which called as transitional justice in handling past human rights violation
especially the gross one. One of which is the truth and reconciliation mechanism.

In relation with that, the expected results from this research is suggestion that government could review the
current mechanisms used in handling gross human rights violation because our experiences showed that the
resolution through trial in handling them always ignoring the victim in fulfilling their right to justice.
Therefore, in line with the government and legislative plan to resubmit the Bill on Truth and Justice
Commission (TRC), it is expected that government to be more serious and to be more have intention to
settle their debts in resolving gross human rights violation cases.

The method used in this research is normative legal-research equipped with material collection technique on
law literature study related to gross human rights violation in Indonesia strengthen with the interview on 2
(two) sources. The data collected is based on literature research which will be analyzed based on content
anaysis.



